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AL CALON'ANGGOTA DPRD KOTA BIMA
LUNTUK PEMILL TAHLN 2024

1.  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

2. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah
sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah
menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh
instansi yang berwenang;

3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat
kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah
yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas
penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan
masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit
pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan dibidang
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan
bahan adiktif lainnya ditingkat provinsi atau
kabupaten/kota;

Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan

Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
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6. Surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir
MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan
ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan
bahwa:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis
dalam bahasa Indonesia;

3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal lka;

4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih
menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD
kabupaten/kota;

O. bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partal
Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga
perwakilan di 1 (satu) Dapill;

6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali

bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:

a) kepaladaerah, wakil kepala daerah, aparatur
sipil negara, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, direksi, komisaris,
dewan pengawas dan karyawan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha
milik daerah, atau badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan
negara; atau

b) kepala desa, perangkat desa, atau anggota
badan permusyawaratan desa;
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/. mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus
sebagai:

a) anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili
pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai
anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD
kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik
yang diwakili pada Pemilu terakhir; atau

b) Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan
kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia
pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu
kecamatan, panitia pengawas Pemilu
kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar
negeri;

8. Dbersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan
lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan
tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan;

9 . bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau
Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
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tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah selesal menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai
menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai
hubungan secara teknis dan administratif dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,
dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa
pengajuan Bakal Calon;

terpidana atau mantan terpidana yang melakukan
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;

mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang-ulang; dan

data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah
melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
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